BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja menjadi UndangUndang, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupate Bangka Tahun 2019
Nomor 2 Seri D);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2023 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat:

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.268.251.881.897,22
b. Belanja Rp. 1.258.221.056.830,05 _
Surplus/ (defisit) Rp. 10.030.825.067,17
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 33.939.396.541,48
- Pengeluaran Rp. 0,00 _
Pembiayaan Netto Rp. 33.939.396.541,48
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Anggaran Berkenaan Rp. 43.970.221.608,65
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 6.512.239.714,78
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
a) Pajak Daerah

- Anggaran Rp. 77.325.500.000,00
- Realisasi Rp. 70.412.283.774.,55 _
Selisih Rp. 6.913.216.225,45
b) Retribusi Daerah
- Anggaran Rp. 93.938.402.588,00
- Realisasi Rp. 106.290.352.830,24 _
Selisih (Rp. 12.351.950.242,24)
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Anggaran Rp. 7.300.000.000,00
- Realisasi Rp. 7.369.115.847.,42 _
Selisih (Rp. 69.115.847,42)
d) Lain-lain PAD yang Sah
- Anggaran Rp. 4.357.830.000,00
- Realisasi Rp. 9.707.051.904.,01 _
Selisih (Rp. 5.349.221.904,01)
Selisih (a+b+c+d) (Rp. 10.857.071.768,22)



2. Pendapatan Transfer

a) Transfer pemerintah pusat

- Anggaran Rp.1.000.552.355.000,00

- Realisasi Rp. 991.641.863.116,00 _
Selisih Rp. 8.910.491.884,00

b) Transfer Antar Daerah

- Anggaran Rp. 91.290.034.024,00

- Realisasi Rp. 82.831.214.425,00 _
Selisih Rp. 8.458.819.599,00
Selisih (a+b) Rp. 17.369.311.483,00

3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah

- Anggaran Rp. 0,00
- Realisasi Rp. 0,00 _
Selisih Rp. 0,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 48.609.546.843,43
dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

- Anggaran Rp. 489.856.530.453,00
- Realisasi Rp. 468.901.466.339,00 _
Selisih Rp. 20.955.064.114,00
b) Belanja Barang dan Jasa
- Anggaran Rp. 441.667.079.087,20
- Realisasi Rp. 426.396.640.540,00 _
Selisih Rp. 15.270.438.547,20
c) Belanja Subsidi
- Anggaran Rp. 1.321.936.250,00
- Realisasi Rp. 1.015.368.390,00 _
Selisih Rp. 306.567.860,00
d) Belanja Hibah
- Anggaran Rp. 57.405.410.586,00
- Realisasi Rp. 54.300.749.456,00 _
Selisih Rp. 3.104.661.130,00

e) Belanja Bantuan Sosial

- Anggaran Rp. 6.188.533.998,00
- Realisasi Rp. 4.694.569.567,23 _
Selisih Rp. 1.493.964.430,77

Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 41.130.696.081,97



2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Anggaran Rp. 37.970.105.779,92
- Realisasi Rp. 35.561.323.174.,92 _
Selisih Rp. 2.408.782.605,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Anggaran Rp. 41.737.420.571,00
- Realisasi Rp. 41.086.347.735,82 _
Selisih Rp. 651.072.835,18
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Anggaran Rp. 85.641.346.251,00
- Realisasi Rp. 84.957.344.419,00 _
Selisih Rp. 684.001.832,00
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Anggaran Rp. 4.426.426.400,00
- Realisasi Rp. 4.162.666.457,08 _
Selisih Rp. 263.759.942,92
e) Belanja Modal Aset Lainnya
- Anggaran Rp. 19.798.650,00
- Realisasi Rp. 19.702.000,00 _
Selisih Rp. 96.650,00

Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 4.007.713.865,10
3. Belanja Tidak Terduga

- Anggaran Rp. 5.465.527.947,36
- Realisasi Rp. 1.994.391.051,00 _
Selisih Rp. 3.471.136.896,36

4. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil

- Anggaran Rp. 8.629.378.300,00
- Realisasi Rp. 8.629.378.300,00 _
Selisih Rp. 0,00
b) Belanja Bantuan Keuangan
- Anggaran Rp. 126.501.109.400,00
- Realisasi Rp. 126.501.109.400,00 _
Selisih Rp. 0,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.1.872.914.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 33.066.482.061,48
Realisasi Rp. 33.939.396.541,48 _
Selisih Lebih ( Kurang) (Rp. 1.872.914.480,00)




Lap

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
Realisasi Rp. 0,00 _
Selisih Lebih ( Kurang) Rp. 0,00
Pasal 5

oran Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember
Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran
lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah
(Rp.54.365.800,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 33.066.482.061,48
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan Rp. 33.120.847.861,48 -
Subtotal (a) (Rp. 54.365.800,00)

b. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan Saldo Anggaran
Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA)
sejumlah Rp. 43.915.855.808,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Subtotal (a) (Rp. 54.365.800,00)
2. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) Rp. 43.970.221.608,64 -
Subtotal (b) Rp. 43.915.855.808,64

c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp. 54.365.800,00

sebelumnya

d. Lain-lain Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d) Rp. 43.970.221.608,64
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2024
sebagai berikut:

a. Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 197.864.716.367,46
2. Pendapatan Transfer Rp. 971.746.155.641,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 19.318.848.032,53 +
Jumlah Pendapatan Rp. 1.188.929.720.040,99
b. Beban :

Beban Pegawai Rp. 473.391.195.243,00
2. Beban Barang dan Jasa Rp. 442.214.735.162,51
3. Beban Bunga Rp. 0,00
4. Beban Subsidi Rp. 1.015.368.390,00



5. Beban Hibah Rp. 68.041.033.361,63
6. Beban Bantuan Sosial Rp. 4.694.569.567,23
7. Beban Penyisihan Piutang Rp. 3.404.792.085,57
8. Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin Rp. 50.808.967.408,48
9. Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan Rp. 22.168.594.748,00
10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp. 125.995.541.675,07
11. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00
12. Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp. 36.011.351,38
13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 228.087.633,00
14. Beban Penyusutan Properti Investasi Rp. 195.917.877,28
15. Beban Bagi Hasil Rp. 8.629.378.300,00
16. Beban Bantuan Keuangan Rp. 67.025.187.400,00
17. Beban Tidak Terduga Rp. 1.857.202.938,00 +
Jumlah Beban Rp. 1.269.706.583.141,15
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 995.932.254,50
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 1.685.639.674,78)
e. Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)
Surplus/defisit-LO (Rp. 81.466.570.520,44)
Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun
2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.139.621.862.830,92
b. Surplus/Defisit-LO Rp. (81.466.570.520,44)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp. (57.926.348.750,80)
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.000.228.943.559,68
Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember
Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.219.449.552.663,95

b. Jumlah kewajiban Rp. 219.220.609.104,27

c. Jumlah ekuitas Rp. 2.000.228.943.559,68
Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f,
untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2024
sebagai berikut:



a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris

f.

Saldo kas akhir per 31 Desember
Tahun 2024

Rp.  28.391.071.567,68
Rp. 164.662.602.246,99
(Rp. 152.088.422.113,82)
Rp. 818.548.680,00
Rp. 0,00
Rp.  41.838.166.180,85

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.
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Lampiran I

Lampiran I.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

. Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi  belanja  menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan
sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

Daftar  rekapitulasi  realisasi
pengurangan aset tetap daerah;

penambahan  dan

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya,;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;



s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX
Lampiran XX.1 :

Lampiran XX.2 :

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun anggran 2024 dan dianggarkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya,;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

u. Lampiran Informasi Lainnya.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertangungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH

PEMBINA TK. I/IVb

NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 1.2/2025)
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